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KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1397 K/20/MEM/2005

TENTANG

PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN
INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL 2005 - 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan untuk menciptakan iklim
usaha di bidang minyak dan gas bumi yang kondusif serta untuk
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perlu ditetapkan
kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Pola Tetap
Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005 - 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Rl Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI
ngun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4435);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara RlI Nomor 4436);

6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober
2004;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150
Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jis. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001
dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1066
Tahun 2003 tanggal 10 September 2003 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
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8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pengaturan dan Pengendalian
Kegiatan Usgha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI
MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL 2004 - 2020.

KESATU . Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi
Nasional 2005-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi
Nasional 2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi dan wajib digunakan dalam kegiatan di bidang
Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan
Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020.

KEEMPAT : Dalam rangka peningkatan pengembangan industri Minyak dan Gas Bumi,
Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi

Nasional 2005-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat
ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.

KELIMA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

~ Ditetapkan di Jakarta
_——._ Ppadatanggal 14 Juni 2005
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SAMBUTAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MiNERAL

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan industri minyak
dan gas bumi nasional yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Agar implementasi undang-undang ini
dapat dilakukan berdasarkan persepsi yang sama, perlu dipersiapkan Pedoman dan Pola Tetap
Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diharapkan dapat menjadi “Blueprint” bagi
implementasi undang-undang tersebut. Tanpa adanya sosialisasi, pedoman pelaksanaan, fasilitasi, dan
langkah-langkah penegakan hukum, akan sulit tujuan undang-undang tersebut dapat dicapai.

Diharapkan “Blueprint” ini bermanfaat sebagai pedoman kepastian hukum pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 bagi para pelaku bisnis pada industri minyak dan gas bumi maupun
penanam modal dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menghilangkan keraguan dalam melakukan
investasi pada kegiatan minyak dan gas bumi di Indonesia. _- ,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 14 Juni 2005
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
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I. PENDAHULUAN

Dalam r‘avngka menihgkatkan peranan sub sektor migas dalam upaya memulihkan perekonomian,
maka.p,emerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkah Undang-undang Nomor
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang merupakan landasan hukum bagi penataan
atas penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan pelaksanéan dari keg'iatan
pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga t,erCipta kegiatan usaha minyak dan
gas bumi yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan, serta
mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Agar'implement'asi undang-undahg ini
dapat dilaksanakan berdasarkan persepsi yang sama, periu dipersiapkan Pedoman dan Pola
Tetap (Blueprint) pengembangan industri migas nasional 2005-2020 yang disusun untuk dijadikan - |
acuén bagi semua pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan dan pengusahaan migas.

Blueprint Pengembangan Minyak dan Gas Bumi merupakan 'pedoman strategis yang
menggamba’rkan perubahan di sektor minyak dan gas bumi dari keadaan" sekarang menuju

keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 2005-2020 dengan mengikuti peraturan perundang-

1.




undangan yang berlaku. Penyusunan. Blueprint ini menggunakan tata urut (sistematika) dimulai
dari Pendahuluan, Alur Pikir, Pola Pikir, Asas dan Tujuan, Visi dan Misi, Kebijakan

Blueprint ini disusun secara bersama-sama antar instansi di lingkungan Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral, dengan masukan dari beberapa nara sumber sehingga dihasilkan suatu

~ pedoman yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalamvmengembangkan s

industri minyak dan gas bumi, sehingga tujuan yang akan dicapai diharapkan dapat terlaksana.

Blueprint ini merupakan suatu pedoman yang sifatnya dapat berubah dan dapat disesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan yang diinginkan. | |
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IV. ASAS & TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini
berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,
kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan

kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan kegiétantusaha minyak dan gas bumi bertujuan:

1. .Menja'min_ .efe,ktivités- pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan
e,kspioitasi. secara berdaya guna, .berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan
.berkel'anjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan

‘melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;




2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme

persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai
- sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

4. Mendukung dan menumbuhkembangankan kemampuan' nasional untuk lebih mampu

bersaing di tingkat nasional, regional, dan international;

5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberike\_n kontribusi: yangiﬂsebesar-besamyg |
bagi perekOnomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan
perdagangan Indonesia;

6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesi’ajahteréan dan kemakmuran rakyat yang

adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. | | 6




V. ViSI DAN MISI

Visi : |
| . |
Terwujudnya sub sektor minyak dan gas bumi yang dapat memanfaatkan secara optimal

sumber daya minyak dan gas bumi dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan
untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Misi : |
1. Memelihara dan meningkatkan cadangan, ‘produksi minyak dan gas bumi dan nilai tambah
serta kontribusi bagi penerimaan negara, dengan'tetap menekankan konservasi energi

——

jangka panjang..
f
2. Memenuhi ketersediaan pasokan minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak dan gas, dan

produk olahan untuk kebutuhan dalam neger yang ramah lingkungan serta menumbuhkan
kesadaran nasional untuk melakukan diversifikasi konsumsi minyak bumi.

7
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. Menjaga dan meningkatkan investasi Kegiatan Hulu dan Hilir di bidang minyak dan gas bumi

dengan tujuan untuk penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan produksi dalam negeri dan
sarana pengembangan teknologi dan wahana alih teknologi.

: Membang'u'n dan memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengusahaan

minyak dan gas bumi, guna mendorong pemerataan pembangunan, pengembangan

masyarakat di sekitar kegiatan usaha migas dan peningkatan pelayanan kebutuhan

~ masyarakat. .

.Menu‘mbuh kembangkan industri minyak dan gas bumi nasionalf yang kompetitif, handal,

transparan, efisien dan berwawasan pelestarian lingktingan.

. Meningkatkan peran swasta dalam pengusahaan minyak dan gas bumi serta menumbuh

kembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat

nasional, regional dan internasional.




7 Meningkatkan pengelolaan lindungan lingkungan dan kehandalan keselamatan operasi dan
kesehatan kerja pada kegiatan usaha mlnyak dan gas bumi. |

8. Memelihara dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang minyak dan gas bumi untuk
menunjang kepentingan ekonomi nasional. |

i

9. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
melalui pemerintahan yang baik (good governance).
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V1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL
Tujuan Kebijakan

Mendukung kegiatan perekonomian nasional dan mewujudkan pembéngunan nasional yang
berkelanjutan dengan meningkatkan peranan sub sektor migas sebagai:
Sumber energi; | | | | |
Sumber devisa dan penerimaan negara;

Sumber bahan baku industri;

Wahana alih teknologi;

. Pehdukung pengembangan wilayah;

Mencfptakan_ lapangan kerja;

Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

Pendorong utarma pertumbuhan sektor lainnya.

- 10




2. Fokus Kebijakan

.a. Mendukung pemulihan ekonomi makro melalui penciptaan iklim',investasi yang kondusif,

“peningkatan penemuan cadangan dan produksi migas, penyediaan minyak dan gas bumi

nasional, penyediaan BBM dalam negeri, penyiapan peraturan perundangan serta

kegiatan minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan.

b. Melakukan restrukturisasi sektor minyak dan gas bumi, meningkatkan efisiensi birokrasi di
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

11
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VIi. SASARAN DAN TANTANGAN
LHULU
A.Sasaran S | | L
1. Térwujudnya peran optimal dari sub sektor minyak dan gas bumi bagi penerimaan negéra
guna ‘menunjang pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
2. Terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi secara berkesinambungan.
3. Te_n/vujudnya iklim investasi yang kondusif.
4. Terwujudnya pemanfaatan gas bumi nasional yang optimal.

5. Tefciptanya peningkatan penemuan cadangan baru melalui peningkatan kegiatan

eksplorasi.

.12




,.“ 6. Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan
‘dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global.

7. TerWuju_dnya pengembangan masyarakat sekitar kegiatan operasi migas, pengelolaan

| é - Iindqngan lin‘gkungan; | peningkatan kehandalan keselamatan operési dan kesehatan kérja.
8. Tersedia dan terkeio.lénya data di bidang minyak dan gas bumi.
9. .Te,rWuju'dnya alih Ytek»n'ol.og‘i dan peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional di bidang
| m‘i.n'yak dan gas bumi. |

B'.Tant:é“r'lgaanambaté’n
1 1 Bel'um tersedianya data di bidang minyak dan gas bumi secara menyeluruh di wilayah
4 Indonesia.

13




“alamiah.

Belum di eksplorasinya seluruh cekungan sedimen hidrokarbon yang ada di Indonesia.

. -Sebagian besar lapangan produksi migas di Indonesia mulai menurun produksinya secara

)

Sedikithya penemuan cadangan hidrokarbon baru.

Sejumlah  cadangan hidrokarbon tidak dapat dikembangkan disebabkari faktor

keékbnbmian.

Terbataénya kemampuan nasional berinvestasi dalam bidang minyak dah gas bumi.
Terbatasnya infrastruktur penger_nbangan dan peménfaatan gas bumLuntuk penggunaan
dalam rjegeri; |

Masih'-t'erbatasnya sumber daya manusia Indonesia dalam penguasaan teknologi di bidang

minyak dan gas bumi.

14

. wjr’

S—— .



| L |
9. Adanya tumpang tindih pengaturan/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh

instansi lain. |
10. Terbat'asnya kemampuan perusahaan nasional di bidang jasa penunjan'g dalém kegiatan
usaha migas. | | |
1. MaSih re‘hdahnya mutu dan standarisasi produk délam _.négeri 'industri‘ mihya'k dan gas
""‘bun‘_)i.'- | | | »; |

12, Beldm sepenuhnya ditaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan operasi

dan pengelolaan lindungan lingkungan.

—




Il HILIR
A. Sasaran

1. Tefsédianya minyak bumi dan gas bumi, BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG di
daliam negeri. . | | | |

2. Terciptanya‘struktur 'inddstri_ hilir migés nasional yang ‘_handal.v

3. -T'.erse‘dianya infrastrukt’ur'ya'ng memadai dalam' menunjang terWujudnya pembangunan
séra'né’dén prasarana dalam industri hilir migas.

4. Terciptanya iklim invv_estasi kegiatan uséha hilir migas yang kondusif. "

5. Tersedianya data dan informasi permintaan dan penawaran minyak bumi dan gas bumi,

BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG di dalam negeri.




6. ‘Terwujudnya pengembangan masyarakat sekitar keéiatan v'u‘saha hilirfnigas, pengelolaan
Iindungén Iingkungan, peningkatan kehandalan kese'lamatah operasi dan kesehatan kerja.

7. Terjaganya ketahanan cadangan strategis minyak mentah dvan stok'BBM nasional.

8. TeMujudnya kemandirian dalam pengusahaan minyak dan gas bumi melalui peningkatan

dan pemanfaatan produksi dan jasa dalam neger yarnig mampu bersaing. di pasar global.

9. TenNujudnya pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri industri hilir migas.

B. TantangénIHambatan

—

1. Beban subsidi BBM jenis tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Globalisasi dalam sistem perdagangan, informasi dan standar manajemen mutu &

lingkungan.
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L
Keterbatasan _kemampuan teknis ( kapasitas, teknologi, konfigurasi ) kilang hinyak dalam
negeri‘ untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam. negeri baik dalam jufnlah maupun
mutunya.
Sebagian besar kilang di Indonesia SUdah berusia tua.
. ‘Masih adanya ketergantungan suplai BBM dari neg'aré lain karena peningkatan kebvutuhan'
BBM -dalan%‘ negeri. | |
M.asiAh rendahnya investasi di bidang pengolahan migas karena margin kilang yang rendah.

: »Adahya ‘tumpang tindih pengaturan/peraturan perundang-undangan yang ditérbitkan oleh

—

- instansi‘lain.. | o | .

. - Kebijakan diversifikasi energi yang masih parsial.

'Terbatasnya kemampuan perusahaan nasional di bidang jasa penunjang dalam kegiatan

usaha hilir migas.
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‘10. Belum sepenuhnya ditaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan operési

4

~ dan pe’%gelolaan lindungan lingkungan.
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Vill. STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI _MIGAS NASIONAL .'
HULU

Peningkatan pengelolaan data migas.

Mehingkatkan kegiétan eksplorasi melalui penawaran wilayah kerja‘ baru dengan

~ menetapkan persyaratan dan kondisi kontrak yang menarik dan saling menguntungkan.

Menjaga agar perSyaratan kontrak kerjasama selalu kompetitif dibanding dengan negara

| laih terutama negara tetangga/Asia-Pasifik.
. Memberikan insentif bagi pengembangan lapahgan marjinal (tidak/kurang ekonomis) dan

'brouwnﬁeld. "

Menerapkan kaidah keteknikan yang baik (good engineering practice).

Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional.
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10.

sertifikasi.

Meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional.
Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka alih‘teknologi.
Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dengan tetap memperhatikan

mutu dan standardisasi.

,Mela»kukan restrukturisasi/reorganisasi, peningkatan kv_VaIitas sumber ‘daya manusia

- melalui penyempurnaan sistem rekruitmen, diklat dan -Iitbang: yang terakreditasi dan

i

. Mendorong Badan Usaha Nasional di bidang migas untuk "‘.go internationar’.
: _Bérperan aktif dalam kerjasama internasional dibidang minyak dan gas bumi. :

. Meningkatkan kehandalan keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kesehatan

i

kerja usaha minyak dan gas bumi.
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14. Meningkatkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negen dengan tetap memperhatlkan

mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global

15. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja nasional pada kegiatan hilir sesuai kompetensi

yang dimiliki.

II. HILIR

1.

4.

5.

Menetapkan cadangan strategis minyak mentah, BBM__,'BBG,; LPG dan hasil olahan

lainnya.

| Menerapkan konsep unbundling Minyak dan Gas Bumi.

jMenc;:iptakan pemanfaatan fasilitas bersama (open access) kegiatan usaha hilir migas.

3

- Mendorong peran swasta dalam kegiatan usaha hilir migas yang mengikut sertakan peran

koperasi dan UKM.

Menciptakan iklim investasi kegiatan usaha hilir yang kondusif.
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6. Menghapus subsidi BBM secara bertahap.

7. Menetapkan harga jenis BBM tertentu dalam suatu keputusan pemerintah.

8.  Meningkatkan kerhampuan teknis kilang dalam penyediaan bahan bakar migas yang
- ramah Iingkungan. . | |
9. Méndorong dilakukannya konservasi dan diversifikasi energi yang dikomunikasikan/
| disosialisasikan secafa nasional. | |

10. Mehingkatkan kehandalan. keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kes‘e.ha\tan
kérjé kegiatan usah‘a hilir minyak dan gas bumi. |

11.” Meningkatkah pemanfaatan barang dan jasa dalam négeri dengan tgtap memperhatikan
mutu dan standarisasi guna peningkatan daya saing secara global

12. Meningkatkan penggunaan Tenaga Kerja Nasional pada kegiatan hilir sesuai kompetensi

yang dimiliki.
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IX. INSTRUMEN KEBIJAKAN

. Restrukturisasi berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya dengan

tujuén membangun sektor migas yang lebih modern, efisien, berdaya saing tinggi dan

mampu menggalrahkan investor.

APaket insentif tahun 1988 1289, 1992 dan 1993 untuk mendorong pengembangan
| Iapangan kurang ekonomis (marjinal), kegiatan eksplorasi di daerah frontier dan laut dalam

- serta pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Regulas: pembukaan Wllayah Kerja baru melalm téﬁder reguler atau dlrect offer, dengan
term and condition serta bentuk-bentuk Kontrak Kerja Sama yang leblh menarik.

Regulasi pengembangan pengusahaan Coalbed Methane (CBM).

Regulasi penetapan kewajiban kontraktor KKS untuk memenuhi kebutuhan dalam negen

L

atas minyak dan gas bumi. 2




- 10.

11.

12.

13.

14.

. Formulasi Indonesian Crude Price (ICP) jenis minyak mentah tertentu dan hargla gas bumi

untuk keperlu.a‘n, domestik.

Regulasi harga jenis BBM tertentu.

Regulasi pemberi’an- Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir minyak dan gas bumi.

R'enéana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
Standar teknis atas tabung Bahan Bakar Gas dan LPG serta fasilitas pengisian tabung
BBG dan LPG (bottling plant).

Standar mutu minyak mentah, BBM, BBG, LPG dan hasil olahan serta bahan bakar lain.

- Standar teknis minimum atas fasilitasdan sarana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Regulasi cadangan strategis minyak bumi dan cadangan bahan bakar minyak nasional
yang ~b'erkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi pen[yimpanan serta penggunaannya.

Regulasi tahapan pelaksanaan pembukaan pasar jenis BBM tertentu.




i

g

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

| keuangan antara pusat dan daerah

Regulasi Penetapan' Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada

wilayah usaha niaga yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, daerah yang mekanisme

| pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil .

Regtjlasi penetapan jenis BBM untuk disalurkan ke daerah terpencil.

Keb.ijak'an pengembangan industri pengolahan minyak dan gas bumi.

Reg,ulaSi pemanfaatan barang, jasa, teknologi da.r'i kemampuan re.kayasa dan rancang
bangun dalam negeri dan penggunaan barang dan,peralatan operasi.»pérminyakan. '

Regulasi penggantian Tenaga Kerja Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Regulasi penetapén bagi hasil dari minyak dan gas bumi dalam rangka perimbangan

L

Regulasi keselamatan operasi, lindungan lingkungan dan kesehatan kerja kegiatan hulu
dan hilir migas.
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| 6. " Rrogram Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi baru.

X. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIGAS NASIONAL

‘A HULU

1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi.
2.  Program Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi.

3. Program Peningkatan Kegiatan eksplorasi.

4. Program Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

75._ Program Peningkatan Investasi Kegiatan Hulu Miny!ak dan Gas Bumi.

7. ;_l?rogram Promosi dan Penawaran Wilayah Kerja Ba;u.
8. Program Konsultasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka Rencana Pembukaan

Wilayah Kerja Baru dan Pengembangan Lapangan Migas yang pertama kali.
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas‘—Bu_mi di Perbatasan dengan
Negﬁara Tetangga. | |

Program Pemutakhiran Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi.

Program Peni‘ngkatan’Pemanfaatan GasBumi. |

Progra"m Pemanfaatan Gas Suar Bakar. |
Program Pengembangén Pengusahaan Coalbed Methane; ‘-
Progrém Abandoning Pasca Operasi Kegiatavn Migas. ‘;

Program P,engembahgan Lapangan yang telah disetujni POD I.

Program Penyelesaian Pelaksénaan‘PengEmbangan Lapangan selanjutnyé. |

Progrém PenyUSunan Bentuk/Jenis Kontrak Kerja Samé- Kegiatan Hulu Minyak dan Gas
Bumi. |

Program Penyelésaian Tumpang Tindih Lahan.
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| - 19. Program Peningkatan Keselamatan dan Pengelolaan Kesehatan Kerja serta Lmdungan
ngkungan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bum:

20. Program Evaluasi Mutu Minyak dan Gas Bumi.

21.- Program Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja dan- Anggaran Kontraktor Kontrak kerja
\ Sama Minyak dan Gas Bumi. |
22. Program Pengembangan dan Pembinaan Kontraktor;Kontrak Kerja Sama Nasional agar

mampu berinvestasi ke luar negeri.

1 B.HLR o R

| 1. _Program Pengembangan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

2. Program Peningkatan Kapasitas Kilang Minyak dan Gas Bumi.

| 3. Program Peningkatan Produksi Bensin Tanpa Timbal, |

: { : =57
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10.

Program Pengembangan Jenis Bahan Bakar Alternatif.

Program Pemenuhan Kebutuhan BBM Nasional.

Program Peningkatan Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil
Olahah Lainnya. ' |

Program Pengendalian Mutu BBM, LPG, BBG, Pelumas, Bahan Bakar Lain dan Hasil
Olahan Lain. | |

Program Penyediaan Cadangan BBM Nasional termasuk Cadangan Strategis Minyak

Mentah.

Program Penyusunan Rancangan Rencana Induk’Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas

Bumi Nasional.
Program Rencana Pengembangan Sarana dan Fasilitas Distribusi Produk Minyak dan Gas

Bumi.




1.

12.

13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Prog'ra,m Penyusunan Jenis, Standard dan Mutu Produk Minyak, Gas Bumi dan | Hasil
Olahannya. | :
Program Penyusunan Standard Teknis Sarana dan Fasilitas Distri}busi p'roduk Minyak dan
Gas Bumi.

Program Penyelesaian Mutu Produk Minyak dan Gas Bumi.

Program Pengembangan Investasi Kegiatan usaha Sektor Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Program Pengembangan Bahan Bakar Gas (BBGICN’G. LPG, LNG) untuk Transportasi
Program Pengembangan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.‘

Program Penghapusan Subsidi BBM. |

Program Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan Harga Jenis BBM Tertentu.

Program Sosialisasi Slstem Nlaga BBM, BBG, LPG, Gas Bumi serta Hasil Olahan Lalnnya

Program Penyaluran dan Pemenuhan Kebutuhan Langsung BBM untuk Transportasi.
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21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

- Program Penetapan Wilayah Niaga. . | [

Program Penetapan Kapasitas Penyimpanan Minimum yang dimiliki oleh Badan Usaha

Niaga.

Progfam Standardis.asi Sarana dan Fasilitas Niaga jMinyak dan Gas Bumi serta Hésil
Olahannya.

‘Program Sosialisasi Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. o i

Progfam Sosialisasi jenis, Standar dan Mutu BBM, BBG, LPG, Pelumas, Bahan Bakar Lain
dan Hasil Olahan Lainnya.

Program Penetapah dan éosiaﬁsasi .Sisterﬁ~Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta .
Hasil Olahannya. i |

Prograrh Penyelesaian Kegiatan Bongkar Muat Minyak» dan Gas Bumi serta Hasil

~ Olahannya. |
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28. Program Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lindungan

Lingkungan pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

C. SEKTOR PENUNJANG

1. | Progfam Sosialisasi Penghitungan Rencana dan Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi.

2. | Prd_'gram Pengawa?san Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama -
| Miniy'ak_. dan Gas Bumi. |

3. P_ro‘gram Pengembangan Teknologi Informasi Minyak dan Gés Bumi Nasional.

4,  .' Program Perﬁeliharaan Jarinéan Sis?em Infdrmasi Minye;k dan Gas Bumi Nasional.

5. Prbgram Penyusunan Kebijakan Stockpiling Minyak Mentah dan Bahan Bakar Minyak.

6. Program Inventarisasi Produk-produk Ex-import dalam rangka pengembangan dan | |
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10.

1.

pembinaan hasil produksi dalam negeri untuk menunjang kegiatan operasi di bidang

minyak dan gas bumi. | - )

Pfogra_m Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan

Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Perminyakan. - .
Prog».ram Pengawasan Pemenuhan Komponen Lokal pada Pelaksanaan Pengadaan

Barahg dan Jasa Dalam Negeri.

Program Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam rangka koordinasi tingkat kandungan

~ dalam negeri.

Program Pengawasan Atas Peningkatan Pemanfaatan Barang dan Jasa Teknologi dan

Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Perminyakan.

Program Inventarisasi, Monitoring dan Pengawasan Penggunaan TKA yang Efektif dan

Efisien.
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Program‘v Pembinaan dan Pengembangan TK! dalam rangka memenuhi standard
kompetensi sérta Program Alih Teknologi TKA terhadap TKI.

Program Monitoring International Job Swapping, International Assignment, On The Job
Training, Technical Development Exchange dan Mentoring;

Program Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengén melibatkan instansi terkait.
Program Monitoringv .Lifting Minyak dan Gas Bumi dalam rangka mendukung transparansi
informasi yang real time. | | | *

Program Pengelolaan Penerimaan Negara di Bidang .Minyak dan Gas Bumi.

Program Intensifikasi Cost Reduction Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Program Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Minyak dan Gas Bumi.
Program Pengembangan Masyarakat Setemp;lt Sekitar Daerah Kegiatan Usaha Minyak

dan Gas Bumi.
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20.

21.

22.

23,
24,

" 25,

26.

Program Sertifikasi dan Standardisasi Perusahaan Jasa Penunjang yang bergerak di

bidang kegiatan minyak dan gas bumi.

Prog.ram PenyusUnan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi.

_Pfogram Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Minyak dan

Gas Bumi.

Program Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kegiatan

Usaha Minyak dan Gas Bumi dalam rangka Legislasi Nasional.

Program Pemberian Pertimbangan dan Bantuan -Hukum yang terkait dengan Kegiatan

~ Usaha Minyak dan Gas Bumi.’

Program Kehumasan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Program Penyiapan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

36




27. Program Penyiapan dan Penerapan e-Commerce pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
BUmi. |
28. - Program Data Bank tentang Kemampuan Perusahaan dan Jasa Dalam Negeri di Bidang
Minyak dan Gas Bumi. | |
29. Program Pengembangan SDM dalam rangka memenuhi standard kompetensi jabatan.
30. Program Penyiapan Formula untuk Penetapan Harga Minyak dah Gas Bumi §érta Hasil
Olahannya kecuali harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelahggan Ke‘cil.
31. Program Pengémbangan Jaringan Intranet dan Situs Internet Direktorat Jenderal 'Minyak
- dangasBumi.
32. Program Kerjasama Internasional di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

33. Program Pengelolaan Aset Kekayaan/Milik Negara.
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Xl. PROGRAM LEGISLASI iNDUSTRI MIGAS NASIONAL

I ‘IVNSTRUMEN LEGISLASI YANG ADA
A. Undang-uvndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dén GasBur.ni
1. Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan \c.;as bumi untuk kebutUhan dalam Pegeri;

2. Memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku usaha serta diterapkannya
mekanisme pasar secara bertahap;

!

3. Meningkatkan efisiensi péngelolaan min)}ak dan 'gas burﬁi sert; menghindari kerancuan

pengaturan melalui pemisahan fungsi pemerintahan dengan fungsi pengusahaan;

u - 4. Menghilangkan sistem monopoli yang selama ini diberikan kepada PERTAMINA sebagai
satu-satunya Perusahaan Negara;

] | ; o ' . 38




5. Membentuk Badan Pelaksana untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu
berdasarkan kontrak kerjasama;

6. Membentuk Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan atas

penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa ;

7. Mengalihkan _Pertamina ménjadi perusahaan perseroan (Persero) agar mampu bersaing

baik nasional maupun internasional;

8. Mewajibkan setiap badan usaha dan bentuk usaha tetap untuk menjamin keselamatan
~dan kesehatan kerja serta pquelola_gn lingkungan hidupt,

" B. Undang-undang terkait

Antara lain:

1. . UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

39




.. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun ,_

1983 tentang Pajak Penghasilan;

UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan

Iptek mengatur penguasaan pemanfaatan dan pengembangan iptek;

-

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

UU No. 5 Tahun 1984 tentang PerindUstrian X |
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9. ".Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah ;

11. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA);

12. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
13. Undang-Undang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindur!wgan Konsumen;

1 . 14. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
| Tidak Sehat; | |

- 15. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; |

16. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
| ‘ | | « | 41




17. UU No. 5 Tahun 1960 fentang Pokok-Pokok Agraria ;

C. Peraturan Pemerintah Bidang Minyak dan gas Bumi :

1. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;.

Mengatur tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi ;"
pengaturan mengénai pembinaan dan pengawasannya, pemberian izin usaha, kegiatan
pengolahan, pengangkutan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, penyimpanan"
dan niaga, cadangan strategis minyak bumi, cadangan bahan bakar nasional, standar dan
mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, harga bahan
bakar minyak dan harga gas bumi, penyaluran bahan bakar minyak pada daerah terp'e‘ncil,‘ |
keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan
masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang
bangun dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja dan sanksi dalam kegiatan usaha hilir.
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2. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengatur tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi
pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan
pengawasannya, mekanisme pemberian wilayah kerja, survei umum, data, kontrak kerja
sama, pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan
negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat
setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang

bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam kegiatan usaha hulu minyak

) . NN ..}‘;‘ Lol
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dan gas bumi.

3. PP No..31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk. PERTAMINA menjadi Persero;

Mengatur tentang pengalihan bentuk Pertamina yang didirikan berdasarkan UU No. 8 Tahun

1971 menjadi Perseroan (Persero).

i
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4. PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badén Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

Mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaarﬂ penyediaan dan pendistribusian BBM
dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang pelaksanaan dilakukan oleh Badan Pengatur,
agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamm dl
seluruh Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

i

5. PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi;

"Mengatur tentang pengawasan terhadap- kegiatan usaha hulu migas oleh Badan Pelaksana -
agar pengambilan sumberdaya migas yang merupakan milik negara dapat memberikan
manfaat dan pénerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.
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PP No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan

Migas; {

Mengatur tentangj'k'ewajiban pengusaha dalam mélakukan kegiatan permurnian dan

pengolahan dari aspek keselamatan dan kesehatanﬂkerja sesuai tugas pengawasan yang

dilakukan oleh Pemerintah.

PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas

~ di Daerah Lepas Pantai;

Mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah dan pengusahaan dalam pelaksanaan eksplorasi

dan e_ksploitasi migas didaerah lepas pantai. -

PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan; |

Pelaksanaan pengawasan atas keselamatan kerja di bidang pertambangan dilaksanakan

oleh Menteri Pertambangan 45




_ L |
9. MPR No. 391 Tahun 1930 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;

Mengatur tugas dan kewajiban pengusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan di
daratan atau tugas-tugas pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah.

D.Peraturan Pemerintah terkait :
Antara lain:
1. PP No.»'1 04 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangari;

2. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Ana lisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

—

E. Keputusan Presiden ‘Bidan‘g. Minyak dan Gas Bumi:
1. Perpres. No. 22 Tah{un.'2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri

Peraturan Presiden mengenai penyesuaian harga jual eceran BBM melalui pengurangan
subsidi BBM.
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2. Keppres. No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas ;

Keputusan Presiden mengenai kesempatan penyediaan dan pelayanan pelumas oleh

‘Badan Usaha Swasta dan peningkatan mutu pelumas oleh para pengusaha.
F. Keputusan Presiden yang terkait:

1. Keppres. No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;

»

2. Keppres. No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keppres. No. 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pela‘i(sanaan Pengadaan Barang dan Jasa .

—

G.Peraturan / Keputusan Menteri ESDM :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0008 Tahun 2005 tentang -

lhsentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal.
| | 47




- Usaha Hulu Migas dan Usaha Hilir Migas;

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang
Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan lzin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak
dan Gas Bumi.

. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1208.K/20/MEM/2005 tentang

Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

.. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021 K/20/MEM/2005 tentang
Pedoman Dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005—2020;

. 'Ke'putusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1480 Tahun 2004 tentang
_Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 Tahun 2003 tentang-
Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan
[ [}

l ]
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9.

7. ‘Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/MEM/2001 tentang
- Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu

Pelumas;

.- Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1905 K/34/MEM/2001, No. 426/KMK.01/2001,
No. 233/MPP/Kep/7/2001 tentang Ketentuan Impor Pelumas;

C

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 019. K/34/M PE/1998 tentang Wajib
Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri.

" Peraturan / 'Keputu'san:Menteri terkait:

Antara Lain:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 06/ PMK.010/2005 tentan? Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan w0




Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masmljk |
~dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak
Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Minyak dan Gas Bumi. i

Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.010/2005 tentang Penurunan Tarif Bea Masuk
Bahan Bakar Minyak Tertentu; - |
Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.010/2005. ientang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu;

. INSTRUMEN LEGISLASI YANG DIPERLUKAN o -

Undang-undang : |
L
Amandemen UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
Mahkamah Konstitusi mengamanatkan dalam keputusannya untuk merevisi Undang-

50




Undang Nomor 22 Tahun 2001 téntang Minyak dan Gﬁas Bumi terhadap pasal-pasal sebagaiv
berikut : |

a. .Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi weweﬁang” |

b. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata ‘f.paling banyak”. |

c. Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar-Minyak dan harga Gas

Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang éehat dan wajar; (3)

Pelaksanaan'kebijakan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangai

tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan maSyarakat tertentu

{
L.

-~

d. Bab VI Pasal 31 Penerimaan Negara

2. Undang-Undang tentang Energi;

a. Mengatur pemanfaatan energi, sumber energi, dan sumber daya energi yang dilakukan |

secara efisien dan berkelanjutan; "




b. Mengatur pemberian inséntif untuk pemanfaatan jenis energi tertentu \(a.l. energi

terbarukan, efisiensi energi);

c. Mengatur tentang kewajiban pemanfaatan enérgi non-fosil dan komitmen efisiensi

pemanfaatan energi;

d. Mengatur tentang kewajiban perusahaan di bidang penyed.iaan listrik untuk memiliki
sejumlah kapasitas tertentu (misal 5% dari total kapasitas yang dimilgki) harus

memanfaatkan energi terbarukan. :

3. RUU tentang Investasi;

Mere\}isi UU Penanéman Modal Asing dan Penanaman | Modal Dalam-Negeri.’

4. Amandemen UU Pajak tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pajak ;

5. RUU Sumber Daya Agraria ;

] | ' - - 52
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a. Kewenangan_Pengelolaan Sumber Daya Agraria.pada suatu wilayah yang berhubungan

dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

b. Pemanfaatan wilayah kerja untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha migas.

B. Peraturan Pemerintah : | | | | [
! B | |
1. RPP tentang Besaran dan Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; | o o
Mengatur tentang penetapan besarnya bagian negara, pungutan négara yang berupa iuran

tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi, bonus dan tata cara penyetorannya. -

2. RPP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Hldup pada

kegiatan Usaha Mlnyak dan Gas Bumi:

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan operasi dan pengelolaan

lingkungan hidup kegiatan usaha migas;

i
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b. Peran badan usaha dan atau bentuk usaha tetap dalam menjamin keselamatan operasi
dan penaelolaan lingkungan hidup kegiatan usaha migas.

3. RPP tentang Besaran luran dari Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan
' .
Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; o
Mengatur tentang besaran, tata cara dan kewajiban BU dalam Kegiatan Usaha Penyediaan

dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

C. Peraturan /Keputusan Presiden: -

1. Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Pentahapan Pembukaan Pasar, termasuk
ketentuan méngenai »jenis B‘BM tertentu, pémnca;aan penjt_]alan daﬁ keter;ttjan ekspbr
impor. | | |

2. Per:clturan Presiden yang mengatur méngenai Penetapan Kebijakan Harga Gés Bumi Untuk

Rumah Tangga dan Industri Kecil, Pemanfaatan Gas untuk Sektor Transportasi |
54




D. Keputusan Menteri/Peraturan Menteri :

:'Antara Lain:

| 1; Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penga[\'/vasan' atas Peningkatan Pemanfaatan
Barang dan Jasa Teknologi dan Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam
Negeri pada Industri Perminyakan;

2. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pemenuhan Komponen Lokal pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Negeri.

3. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Wilayah Usaha Niaga Jenis BBM tertentu ;
4. Peraturan Mepteri yang mengatur mengenai Standard dan Mutu Produk Migas;

5. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Kapasitas Fasilitas Penyimpanan
‘Minimum dalam Kegiatan Usaha Niaga Migas;

6. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Cadangan BBM Nasional, Penetapan
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Cadangan Strategis Minyak Bumi Nasional dan Pengelolaan Cadangan Minyak dan Gas

Bumi L

7. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; .

8. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kaidah Keteknikan Pengelolaan', Penv'gusahaan
dan Pemproduksian Minyak dan Gas Bumi; |

9. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Reservoir Manajemen;

10. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tentang Pelaksanaan Plan Of Development
Pertama;

11. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemanfaatan Gas Bumi;

12. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Penyaluran BBM di Daerah
| Terpencil; | -

13. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Standardisasi di Sektor Migas;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

L

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penetapan Pendefinisian dan Tata Cara Lifting;
Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Lumpur Bor;

Peréturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Bahan Kimia

untuk Dispersant;

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Ketentua'n Kontrak Kerja Sama Mengenai

Pengusahaan Gas Metana Batubara;

Peraiuran Menteri yang mengatur mengenai Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat

Setempat;

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Unitisasi, Relinquishment ,Terminasi, Pasca
Operasi Wilayah Kerja Migas
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Lampliran A

TAKSONOMI BIDANG USAHA
DALAM |
STRUKTUR INDUSTRI PERMINYAKAN NASIONAL

> Ekspor (Crude)

il — Aliran Crude Oil
i Aliran BBM

] <ceee> danfatau Hasil
il Olahan Lainnya

Impor (Crude)

‘ . ;-.ll.lll.llili Impor (BBM)
~=—=~ Aliran Transaksi

...p Ekspor (Produk
Kilang)

SERBENNONSSARRORENE
[

$
______________ Konsumen
IndustriHuly | Industri Hillr - _Ib End Users

\

<

Usaha Eksplorasi/Produksi~  Usaha Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan yang dijual adalah jasanya,
yang dijual adalah produk sedangkan untuk Usaha Penjualan yang dijual adalah produknya

‘
0

A




A L1200 0

e R

- Industri Hulu 1_Ie A " Industri Hilir

TAKSONOMI BIDANG USAHA
DALAM | Lampiran B

STRUKTUR INDUSTRI GAS BUMI NASIONAL

- Aliran Gas

KK : Konsumen Kecil " Yok .-‘U::-Jm, “ ‘_-_;' B BRI

KM : Konsumen Menengah "ﬁ?{}J.Jl_.[:.JJ!J‘.) » jizfe”) @2l el B "J}‘Jfﬁ) ' Ekspor

KB: Konsumen Besar et ' T -y : LNG
LPG

gPembedaan Konsumen
erdasarkan Kuantltas)

Impor
o - LNG
i LPG
o § Niaga Unum § .'
| | (Usaha KK, KM, KB
| Penjualan) (melalui pipa
. | atau bejana
| o khusus)
l—. KK,KM,KB
B = KK,KM,KB
= KB

End Users -

-

+

Keterangan : Penjelasan akan ditambahkan lebih lanjut g




HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH | Lempiran ¢

DALAM INDUSTRI MIGAS NASIONAL

Industri Migas

] OTORITAS MIGAS :
'P ' ] n - INDUSTRI HULU ‘
MENTERI B E B JH ’uﬂ"j
ENERGIDAN | Kebijjakan Migas :
sur:::gR%\-YA > Pengendallan & Pengawasan
cq. DJMIGAS A . __y KKS (Mikro)
Regulasi 1) : .r.l:kju Jj:).rm,. : v ,b_m:: HETI D RN
Keteknikan Migas Eksplorasi N R
Regulasi ') . N | -
Usaha Migas v
5) : )
Kebijakan .
Regulasi 1)
R ‘v_'..:_-;.z_ | Usaha Migag
-BPH MTGA? ) Pasal 48 7)
| ") Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) 3) Pengaturan gas pipa

: i 2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
5) Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46 _

3 ) Hulu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 26 sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu

Il 7) Semua izin adalah oleh Menteri

—
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Matriks Instrumen Kebijakan Industri Hilir Migas

Regulasi
Keteknikan dan
Bisnis Migas

h———

Regulasi Usaha
Migas V 3

Regulasi Usaha
Migas V)

Pasal 46

') Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)

%) Kecuali yang diatur oleh Badan Pengatur sesuai dengan pasal46 5 Semua izin usaha diberikan oleh Menteri

Lampiran D

Z2mESCnWZ0X

2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
'| Pengaturan gas pipa 4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM




PEDOMAN
KEBIJAKAN DAN REGULASI Lampiran E
! ' INDUSTRI MIGAS NASIONAL
, Llngkug '
I I\*/Domaim |  PEMBUATAN REGULASI MIGAS *) IMPLEMENTASI
I 3 KEBIJAKAN l {Non—Regulasi)
.%i . ! .

REGULASI] KETEKNIKAN *)

REGULASI BISNIS *) (SRR == R INFRASTRUKTUR

Keterangan:

zin hanya dikeluarkan oleh Instansj Pemerintah ’ ‘ *) Berlaku sejak berlakunya Undang-undang No
EemEpR ARl et e g ondanan,unk | Bt ot i
-3l -9. L } ! reditasi Nasiona ; **) Kecuali regulasi bisnis untuk Industri Hilir Migas
-Bidang Jasa Kontruksi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK ; i
. Bidapé(Jasa. Non-Konstruksi adalah Dgeparter%en ESDM c.q. Dirjen Migas( ) di semua wilayah yang dilakukan oleh BPH-
» Sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi '

Migas
**)} Khusus untuk Industri Hilir Migas di semua

+ Metrologi legal (untuk keperluan transaksi perdagangan) adalah kewenangan Deperinda !
Apan S ( 3 'BS ) NI oleh RﬂenterigESDM c.q. Dirjen Migas wilayah

k
» Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh BSN, pemberlakuan S

) © Setjen DESDM 2004 16




KONSTALASI
INDUSTRI PRIMER - SEKUNDER

INDUSTRI! PRIMER

Lampiran F

INDUSTRI SEKUNDER

1L

B AR
A

{L

HULU
(Mengangkat dari perut bumi)

\ 4

4--------—-4 A

HILIR
(Mengoiah menjadi produk energl / logam batangan)

Mineral dan batubara
(Minerba)

K Sumber

4. Daya -
‘ ‘._\‘linerba

Y

(Meningkatkan Nilai Tambah)

—

Lanjut

“Domain” Menteri yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Mineral

\

Lanjut

-—

Pelanggan
Listrik

P R i i ml e T T U [y U S PPN

A. Produk Energi

B. Produk Mineral
(Logam/Emas Batangan) 1

C. Listrik

e e el e e b L



KETERKAITAN SEKTOR ESDM DAN SEKTOR INDUSTRI

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral

HULU

HILIR-A

Lampiran G

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Energi
dan Mineral

HILIR-B

A

SUMBER DAYA -

Bagubéra =

> A .
R T L S AL 1
SRR B R A AMAR P

Industri Perhiasan

q
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The Trans-ASEAN Gas Pipeline and

Lampiran |

Gas Infrastructure Projects in ASEAN

Mynamaris
actively exploring
for new oil and gas
resources with
finding of 18 Tscf
as proven and 56
Tscf as probable +

\ possible

" New gas pipeline from
South Sumatera to West
Java is in an early phase

of construction. to be ready
e by 2006

v

PNOC EC is planning to
transport Malampaya gas
trom the onshore gas plant in
Batangas to Manila (Batman

1 Project)

w 3 s

M <z~ 7| LEGEND
: R - Cross-Border Pipeline
{ SINGAPORE, T OZ »nnann Planned Cross-Border Gas
“‘ S Pipeline Interconnection
> & ———— 7New Likely TAGP
*, o o Interconnections
%, > . ..‘° ~——  Existing Gas Pipeline
S N IN_DPNE,S-IA R _ .| =esssess Work in Progress/Planned Gas
N - ';"‘S,;,,"_"-ﬁ-{-z-..,...,.....‘ O Pipeline
- PSRN T “‘:‘:fblw '
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OTORITAS MIGAS |

H

MENTERI
ENERGI DAN
SUMBER DAYA
MINERAL
cq. DIMIGAS

Lampiran J

Jenjang Organisasi Industri Hilir Migas

INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)

Pengolahan

Niaga |

Pengangkutan | |Penyimpanan|

Y

Kebijakan

Regulasi "
Usaha Migas

L. ——
]

Regulasi "

1 d

BPH MIGAS 2

F

Usaha Migas

Y

Pasal 46 ®

Pengangkutan 3

Penyimpanann | Niaga 4

H Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan)
; 12 Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM

1 1) Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46

3) Pengaturan gas pipa

) Semua izin adalah oleh Menteri

Pemanfaatan bersama pada saat terjadi kelangkaan BBM dan Daerah Terpengil
‘ .

4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM
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Kebijakan

HUBUNGAN FUNGSI

(Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001)

Informasi
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Pelatihan
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PEMERINTAH DENGAN SEKTOR PENUNJANG
DALAM INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

"I BADAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI L, T '

Lampiran K

Standar
disasi

Teknologi
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Investasi an
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USAHA HILIR
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Pengangkutan

Penimbunan




PROSEDUR PENAWARAN WILAYAH KERJA MELALUI PROSES LELANG REGULER

i DAN PROSES PERPANJANGAN KKS Lampiran L
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PEMBERIAN IZIN USAHA PENGOLAHAN MIGAS

A. PERSETUJUAN PRINSIP

‘ BADAN USAHA ST

= -DATA ADMINISTRATIE

!

- DATA" TEKNIS T {  Tembusan

> | x

Persyaratan tidak lengkap

TIM EVALUASI & ANALISA

IZIN USAHA ‘MIGAS :

-PRESENTASI

- KUNJUN GAN LAPANGAN -

—————» Permohonan Izin Usaha
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